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PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Pulau, 16 Juni 1997, agama Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman di  Jalan

Pemuda, Gang Repelita III No. 09 , RT. 002 RW, 002

Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru  No.  Hp.   :  082172241955  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mekar Sari, 05 Maret 1992, agama Islam,

pekerjaan  Sedang  Menjalani  Masa  Tahanan,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di

Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  II  A  Bangkinang,

Jalan  Lembaga,  Kelurahan  Langgini,  Kecamatan

Bangkinang  Kota,  Kabupaten  Kampar  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah

mengajukan  permohonan Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 967/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal

16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  27  Oktober  2012  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan  tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan.  Pulau  Rakyat

Kabupaten  Asahan  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  Nikah  No.

278/30/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman

bersama di Jl. Pemuda Gg. Repelita III No. 09 RT. 002 RW. 002 Kelurahan

Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru; 

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai Satu ( 1 ) orang anak yang

bernama: 

   - Anak perempuan, lahir pada tangal 31 Juli 2012 di Pekanbaru 

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah  tangga

dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  tahun  2019,   ketentraman

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  setelah  antara

Penggugat  dengan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini,  yang

penyebabnya antara lain;  

   - Narkoba 

  - Tidak Memberi Nafkah 

  - Jarang Pulang Kerumah 

6. Bahwa  puncak  dari  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada bulan Juli tahun 2019, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah lagi  menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami

istri;  
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7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;  

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana  maksud  dan

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil  perkawinan Penggugat dan

Tergugat  tersebut  di  atas  masih di  bawah umur  maka Penggugat  mohon

ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)   atas  anak

hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga

permohonan  Hadhanah  ini  juga  sebagai  persyaratan  pengurusan  Kartu

Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;  

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  

  Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  Satu  ba’in  sughraTergugat  (Tergugat)  Terhadap

Penggugat ( Penggugat );  

3. Menetapkan  anak  yang  bernama  Dinda  Safira,  perempuan,  umur  9

tahun/lahir tanggal 31 Juli 2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat;  

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

Subsider:

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang,  dan Tergugat  tidak  datang menghadap ke muka
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sidang,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita

Pengganti  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  yang   relaas  panggilannya  telah

dibacakan di persidangan,  dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena

suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir

untuk  tidak  bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  278/30/X/2012  tertanggal  23

Desember  2012,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Pulau  Rakyat  Kabupaten  Asahan  Provinsi  Sumatera  Utara,

telah dibubuhi  materai  Rp.  dan diberi  cap pos serta,  oleh Majelis Hakim

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1); 

2. Fotokopi  Salinan Putusan Pengadilan Negeri  Pekanbaru Nomor :

497/Pid.Sus/2019/PN.Pbr,  tanggal 18 Januari 2019, fotokopi tersebut telah

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang cocok dengan

aslinya, bukti P.2;

3. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Dinda Safira,  perempuan,  umur 9 tahun/lahir  tanggal  31 Juli  2012,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru,  telah dibubuhi materai

dan  diberi  cap  pos  serta,  oleh  Majelis  Hakim  telah  dicocokkan  dengan

aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan,

dan mencukupkan pembuktiannya;

 Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis

Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  panggilan-panggilan  tersebut  telah

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2),

ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat  hadir  secara  in  person  di  persidangan,  Tergugat  tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  berdasarkan

alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  150  R.Bg.,  gugatan  Penggugat

dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat,  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  pokok  masalah  dalam perkara  ini

adalah Penggugat bermohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan

alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman  penjara selama tujuh tahun lamanya;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian dengan

alasan Tergugat mendapat hukuman pidana penjara tujuh tahun, maka Majelis

Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  alat  bukti  dalam  perkara  ini  adalah

salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang

menyatakan Tergugat dihukum dengan hukuman pidana penjara enam tahun

lamanya; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  yang  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materil  alat  bukti  surat  yang  menerangkan  bahwa  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,

Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis

Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang,   bahwa   bukti  P.2  Salinan   putusan  Pengadilan  Negeri

Pekanbaru Nomor:  497/Pid.Sus/2019/PN.Pbr,  tanggal  18 Januari 2019 yang
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telah  berkuatan  hukum  tetap,  telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  yang

menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama tujuh

tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti  P.2 tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa dalam  Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan

alasan salah satu pihak mendapat pidana pernjara, maka untuk memperoleh

keputusan  perceraian,  sebagai  bukti  cukup  menyampaikan  salinan  putusan

Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang

menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2  yang merupakan salinan

putusan  pengadilan  yang  telah   memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang

menurut  penilaian  Majelis  Hakim  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sebagai  alat  bukti  surat,  maka Majelis  Hakim berpendapat  Penggugat  telah

mampu  membuktikan  dalil  gugatannya, oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat

patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  adalah  berdasarkan

aturan  hukum  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  19  huruf  c.  Peraturan

Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7  Tahun

1989   Tentang    Peradilan   Agama,   maka   Majelis   Hakim   berpendapat

gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang,  bahwa tentang bukti  P.3  yang merupakan fotocopi  Akta

Kelahiran  atas  nama  anak  Penggugat dan  Tergugat  yang  bernama Dinda

Safira, perempuan, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Juli 2012,  yang dikeluarkan

oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru,  telah dibubuhi materai dan diberi cap

pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok

lalu diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa tentang bukti   P.3   yang merupakan fotocopi Akta

Kelahiran  satu  orang  anak Penggugat dan  Tergugat,  dengan  demikian
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Penggugat dan Tergugat   adalah  ibu dan ayah dari  anak tersebut, sehingga

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa  karena  gugatan  Penggugat  telah  beralasan  dan

berdasar hukum  dan Tergugat  telah dipanggil  secara resmi dan patut tidak

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah  serta  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  disebabkan  alasan  yang

dibenarkan undang-undang,  maka Majelis  Hakim berpendapat   berdasarkan

Pasal  150  R.Bg.   gugatan    Penggugat   patut dikabulkan dengan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 serta Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya

gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat telah  memiliki  cukup

alasan, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra,

maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama

menjatuhkan talak satu bā’in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  di  dalam  surat  gugatannya  Penggugat  juga

menuntut  hak  asuh  terhadap  satu  orang  anaknya  hasil  perkawinanannya

dengan Tergugat, yaitu Dinda Safira, perempuan, umur 9 tahun/lahir tanggal 31

Juli 2012,   karena masih dibawah umur, agar berada di bawah pemeliharaan

(hadhanah) Penggugat;  

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap  1

orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di

atas cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

 Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum

Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun  berada  di  bawah  pemeliharaan  ibunya,  Pengadilan  menilai  bahwa

ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan  keselamatan terhadap

diri anak; dalam hal ini  Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik
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bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal  2 huruf (a) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak

lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi

dan  terlindunginya  hak-hak  anak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  3  Undang-

Undang tersebut;

     Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,  maka Majelis

menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak

yang  bernama  yaitu  bulan  Juli   tahun  2019  dengan  kewajiban  Penggugat

sebagai  pemegang  hak  asuh/hadhanah  tetap  memberikan  akses  kepada

Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak,

tanpa menghalang-halanginya,  dan apabila  Penggugat  tidak  memberi  akses

kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk

mencabut  hak  hadhanah  Penggugat,  apabila  Tergugat  mengajukannya,

sebagaimana   yang  diatur  dalam  SEMA  Nomor  1  tahun  2017,  tentang

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

No 7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama dan  Pasal  90  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun

1989 dan Pasal  91  A ayat  (3)  Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

timbul   dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  besarnya

sebagaimana  tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3.   Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  Terhadap

Penggugat (Penggugat);  
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4.   Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Anak,  perempuan,  umur  9  tahun/lahir  tanggal  31  Juli  2012,  berada  di

bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat

sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada

Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada

anak, tanpa menghalang-halanginya;  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  semua  biaya  perkara

yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.409.000,00 (empat ratus sembilan

ribu rupiah);

           Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  yang  dilangsungkan  pada  hari Rabu

tanggal 30 Juni 2021  Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1442

Hijriyah, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd.

Nasir S, S.H, M.H.I.,  dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga,  oleh  oleh Dr.  Hj.  Nurlen  Afriza,  M.Ag.,  sebagai  Ketua Majelis,

dihadiri  Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H.,  masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota  Majelis,  dibantu  oleh  Elpitria,  S.H.I.,  M.H..

sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  Penggugat,  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd
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Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:        

1. Biaya pendaftaran Rp330.000,00

2. Biaya ATK Rp

50.000,00727222222227777

3. Biaya panggilan Rp289.000,00

1. PNBP panggilan Rp320.000,00 

2. Hak Redaksi Rp310.000,00

3. Meterai Rp  10  .000,00

Jumlah Rp409..000,00

(empat ratus sembilan  ribu  rupiah)

                                                       Salinan sesuai dengan aslinya

                                                           Pekanbaru, 30 Junii 2021

                                                           Panitera
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                                                          Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 967/Pdt.G/2021/PA.Pbr 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


